
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORITIS

1. TINJAUAN TENTANG KEKERASAN

1.1 Definisi Kekerasan

Kekerasan berasal dari bahasa Latin violentus yang berasal dari

kata “vi” atau “vis” berarti “kekuasaan” atau “berkuasa”.

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah :

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan,  ancaman atau tindakan
terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau
masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar
mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis,
kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan yang terjadi tidak selalu bersifat kekerasan fisik, tetapi juga

kekerasan yang berifat verbal, dan seksual, seperti pengertian kekerasan

menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, yaitu :

Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan
privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang
dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan
pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau
martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau
sekelompok orang, umumnya berkaitan
dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas
dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan
keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu
dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.
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1.2 Macam-Macam Kekerasan

Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi tiga

macam, yaitu :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat,

dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan

kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada

penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang memiliki sasaran pada

rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan

menghilangkan kemampuan normal jiwa.

c. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu

atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi,

atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat.

Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-

ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan,

kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil

keputusan.
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2. TINJAUAN TENTANG KEKERASAN PADA ANAK

2.1 Definisi Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak

adalah :

Suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak
dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan
pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang
secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan,
kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan
kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya
atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan kekerasan pada anak

merupakan “tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan

emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat,

hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan

permanen atau kekerasan seksual”. Kekerasan pada anak ditandai

dengan perlakuan-perlakuan yang tidak terkendali baik secara fisik,

verbal, emosional, dan seksual.

Pengertian kekerasan menurut Kempe, dkk (1962) dalam Soetjiningsih

(2005), kekerasan terhadap anak adalah “timbulnya perlakuan yang

salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak”.

Delsboro (dalam Soetjiningsih, 1995) menyebutkan bahwa kekerasan

pada anak adalah “seorang anak yang mendapat perlakuan badani yang

keras, yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian

suatu badan dan menghasilkan pelayanan yang melindungi anak

tersebut”.
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2.2 Macam-Macam Kekerasan Pada Anak

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), mengemukakan  ada empat

macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu :

a. Kekerasan secara Fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika orang  tua atau pengasuh dan

pelindung anak memukul anak  (ketika anak sebenarnya

memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika

kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan

yang dilakukan  seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional

Emotional abuse terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan

pelindung anak setelah  mengetahui anaknya meminta perhatian,

mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak  basah atau lapar

karena ibu  terlalu sibuk atau tidak ingin  diganggu pada waktu itu.

Boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak  untuk dipeluk atau

dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika

kekerasan emosional itu berlangsung  konsisten. Orang tua yang

secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus

melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut.

c. Kekerasan Verbal

Kekerasan secara verbal berupa perilaku verbal dimana pelaku

melakukan pola komunikasi yang berisi  penghinaan, ataupun kata-

kata yang melecehkan anak.
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Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan,

melabeli, dan perlakuan-perlakuan lain yang menggunakan pola

komunikasi yang tidak seharusnya diterapkan pada anak.

Kekerasan ini biasa terjadi ketika orang tua sedang mengalami

emosi yang kurang terkendali sehingga mengeluarkan kata-kata

atau bahasa yang tidak pantas untuk didengar oleh anak, seperti

penggunanaan kata-kata “bodoh” kurang ajar” dan lain-lain.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang  pemaksaan

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak

wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat tidak patut untuk

dicontoh. Kekerasan seksual pada anak jelas akan mempengaruhi

psikologis dan merusak masa perkembangan anak.

Kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap anak

tidak pernah dapat dibenarkan. Namun jenis perlakuan kekerasan

tersebut memang dapat dibedakan karena indikasi dan dampak

terhadap anak berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

Suharto (1997) yang mengklasifikasikan macam-macam kekerasan

yang dilakukan terhadap anak yaitu :
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a. kekerasan anak secara fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan

penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan

benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik  atau

kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau

memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul,

seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan.  Dapat

pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat

sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan

pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung

atau daerah bokong. Terjadinya  kekerasan terhadap anak

secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak

disukai  orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis

terus, minta  jajan, buang air atau muntah di sembarang

tempat, memecahkn barang berharga.

b. kekerasan anak secara psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian

kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan

film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan  perlakuan

ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti

menarik diri,  pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar

rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
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c. kekerasan anak secara seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak

seksual antara anak dengan  orang yang lebih besar (melalui

kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun

perlakuan kontak seksual secara langsung  antara anak dengan

orang dewasa (incest,  perkosaan, eksploitasi seksual).

d. kekerasan anak secara sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan

eksploitasi anak.  Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan

orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak

terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak

dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan

pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi

anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan

sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau

masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan

sesuatu demi kepentingan  ekonomi, sosial, atau politik tanpa

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan

sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status

sosialnya.
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2.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak

Gelles Richard.J (1982) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap

anak (child abuse)  terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, antara

lain :

a. pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan

ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakuakan tindakan

kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian,  perilaku kekerasan

diwarisi (transmitted) dari generasi ke  generasi. Studi-studi

menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang

diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak

keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 (dua) sampai

3 (tiga) persen dari semua individu menjadi orang tua yang

memperlakukan kekerasan  kepada anak-anaknya. Anak-anak yang

mengalami perlakuan salah dan kekerasan  mungkin menerima

perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang

tua.

b. stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan

resiko kekerasan  terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi

sosial ini mencakup: pengangguran (unemployment), penyakit

(illness), kondisi perumahan buruk (poor housing conditions).
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Ukuran keluarga besar dari rata-rata  (a larger than average family

size), kelahiran bayi baru (the presence of a new baby), orang cacat

(disabled person) di rumah, dan kematian (the death) seorang

anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang

tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup

dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi

dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang

dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa

alasan.

c. isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan

kekerasan terhadap anak  cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit

sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta  dalam suatu

organisasi masyarakat dan  kebanyakan mempunyai hubungan

yang sedikit  dengan teman atau kerabat.

d. struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk

melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak.

Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan

tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua

utuh.
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Keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di

dalam membuat keputusan penting, seperti: lokasi tempat tinggal,

pekerjaan apa yang mau diambil, bagaimana jika  memiliki anak,

dan beberapa keputusan lainnya, meniliki tingkat  kekerasan

terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-

keluarga yang  suami-istri yang secara bersamaan bertanggung

jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

2.4 Perlindungan Anak

Definisi perlindungan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

Perlindungan anak adala segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan

berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip

Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

a. Non diskriminasi,

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,

c. Hak untuk idup, dan perkembangan dan

d. Penghargaan terhadap anak
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Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

sejahtera. Selain itu, terdapat hal-hal dan kondisi tertentu yang

membahayakan bagi anak  atau memungkinkan dirinya untuk

mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana yang dijelaskan

dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3. TINJAUAN TENTANG ANAK

3.1 Definisi Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Beberapa definisi lain tentang anak menurut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
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a. anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami

hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu

pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

b. anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai

kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat

istimewa.

c. anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

d. anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga,

untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan,

dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya

tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak

adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau

belum mengalami masa pubertas.

Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak"

merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari

orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
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Suwarhatha (2013) mengatakan bahwa “anak  dalam  hukum

positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum

dewasa  (minderjarig  /person  under  age),  orang  yang  dibawah

umur  sering  disebut  juga  anak  dibawah pengawasan wali

(minderjarig ondervoordij)”.

Pengertian  anak  secara  implisit juga diatur  dalam  Pasal  330

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “anak adalah

seseorang yang  belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu ) tahun”. Sedangkan

E.Simangunsong mengatakan bahwa anak adalah individu yang

berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai

dari bayi hingga remaja.

3.2 Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban anak pada BAB III

pasal 4 sampai dengan pasal 19, sebagai berikut :

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.”
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Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

bimbingan orang tua.”

Pasal 7

(1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,

dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

(1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya

sesuai dengan minat dan bakatnya.”
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(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus

bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu

luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya

demi pengembangan diri”.

Pasal 12

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
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c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala

bentuk perlakuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan

hukuman.”

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.
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Pasal 16

(1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi.”

(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan

hukum.”

(3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat

dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan

bantuan lainnya.
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Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak-hak anak juga tercantum dalam deklarasi Hak Anak-Anak

sebagai berikut :

Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum didalam

deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun

berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau bidang

lainnya, asal-usul bangsa, atau tingkatan sosial, kaya atau miskin,

keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya maupun dari segi

keluarganya.

Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus

dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh

hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani mental akhlak, rohani

dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam

keadaan bebas dan bermartabat.
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Asas 3

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan

berkembang secara sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun

sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi

si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup,

perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial

lemah akibat suatu kadaan tertentu harus memperoleh pendidikan dan

perlakuan khusus.

Asas 6

Agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal, dan harmonis anak-

anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin

mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang

tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka

tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani

dan rohani.

Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak dibenarkan dipisahkan dari

ibunya.
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Masyarakat dan penguasa yang berwenang berkewajiban memberikan

perawatan  khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga

dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar

pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan

bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Asas 7

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma

sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka arus mendapat

pendidikan yang dapat meningkatkan mereka atas dasar kesempatan

yang sama untuk mengembangkan kemampuannya pendapat

pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya.

Sehingga mereka dapat menjadikan anggota masyarakat yang

berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar

pedoman oleh mereka yang bertangung jawab terhadap pendidikan.

Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima

perlindungan dan pertolongan.

Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk apapun mereka tidak

boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan pekerjaan anak-

anak dibawa umur.
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Alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang

dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka maupun yang

dapat mempengaruhi perkembangan tubuh mental, atau akhlak

mereka.

Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah dalam

bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam

semangat yang penuh pengertian toleransi, dan persahabatan, antar

bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh

kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama

manusia.

3.3 Masa Perkembangan Anak

Menurut Idal (2000) pertumbuhan adalah :

bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam  arti sebagian
atau seluruhnya karena adanya multiflikasi sel-sel tubuh dan juga
karena bertambah besarnya sel. Adanya multiflikasi dan
pertambahan ukuran sel  berarti ada pertambahan secara kuantitatif
dan hal tersebut terjadi sejak terjadinya  konsepsi, yaitu
bertemunya sel telur  dan sperma hingga dewasa

Pertumbuhan lebih ditekankan pada bertambahnya ukuran fisik

seseorang,  yaitu menjadi lebih besar atau lebih matang bentuknya,

seperti bertambahnya  ukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar

kepala. Secara umum, pertumbuhan fisik dimulai dari arah kepala ke

kaki.
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Kematangan pertumbuhan tubuh pada bagian kepala berlangsung

lebih dahulu, kemudian secara berangsur-angsur diikuti oleh tubuh

bagian bawah. Pada masa  fital pertumbuhan kepala lebih cepat

dibandingkan dengan masa setelah lahir, yaitu merupakan 50 % dari

total panjang badan. Selanjutnya, pertumbuhan bagian  bawah akan

bertambah secara teratur.

Aspek tumbuh kembang pada anak dewasa ini adalah salah satu aspek

yang diperhatikan secara serius oleh para pakar, karena hal tersebut

merupakan aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan

seseorang, baik secara fisik maupun psikososial. Namun, sebagian

orang tua belum memahami hal ini, terutama orang tua yang

mempunyai tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang  relatif

rendah. Mereka menganggap bahwa “selama anak tidak sakit, berarti

anak tidak mengalami masalah  kesehatan termasuk pertumbuhan dan

perkembangannya. Sering kali para orang tua mempunyai pemahaman

bahwa pertumbuhan dan perkembangan mempunyai pengertian yang

sama.” ( Nursalam, 2005).

Selain pertumbuhan secara fisik, perkembangan kognitif juga

mengalami perkembangan yang tidak sama. Ada anak dengan

perkembangan kognitif yang cepat dan juga perkembangan kognitif

yang lambat.

Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak.

Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum
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terbentuk secara sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring

dengan pertambahan usia pada anak.

Pola koping yang dimiliki anak hampir sama dengan konsep diri yang

dimiliki anak. Perilaku sosial pada anak juga mengalami

perkembangan yang terbentuk mulai bayi. Pada masa bayi perilaku

sosial pada anak sudah dapat dilihat seperti bagaimana anak mau

diajak orang lain, dengan orang banyak dengan menunjukkan

keceriaan. Hal tersebut sudah mulai menunjukkan terbentuknya

perilaku sosial yang seiring dengan perkembangan usia.

“Perubahan perilaku sosial juga dapat berubah sesuai dengan

lingkungan yang ada, seperti bagaimana anak sudah mau bermain

dengan kelompoknya yaitu anak-anak.” (Azis, 2005). Anak adalah

individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi di

setiap tahap masa kanak- kanak dan masa remaja. Lebih jauh, anak

juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan

memiliki pengalaman yang terbatas, yang memengaruhi pemahaman

dan persepsi mereka mengenai dunia.

3.3.1 Peran Keluarga terhadap Perkembangan Anak

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam

kehidupan manusia, tempat belajar dan menyatakan diri

sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi

Di dalam keluarga interaksi sosialnya berdasarkan simpati,

belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar
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bekerja sama, bantu membantu atau dengan kata lain belajar

megang peran sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-

norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya

dengan orang lain.

Pengalaman-pengalamannya dalam interaksi sosial dalam

keluarganya turut menentukan cara-cara tingkah lakunya

terhadap orang lain dalam pergaulan sosial diluar keluarganya,

dan pada masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi

sosialnya didalam kelompok-kelompok karena alasan ketidak

lancaran atau ketidak wajaran kemungkinan besar interaksi

sosialnya dengan masyarakat umum juga berlangsung tidak

ajar.

Menurut Gerungan (2004), ada beberapa keadaan tertntu yang

mempengaruhi perkembangan sosial anak, antara lain :

a. status sosio-ekonomi

Keadaan status ekonomi keluarga terntulah berpengaruh

terhadap perkembangan anak-anak.

Dengan perekonomian yang tidak cukup, lingkungan

material yang diadapi anak didalam keluarganya akan lebih

luas dan ia mendapatkan kekuasaan yang lebih luas.
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Kekuasaan yang lebih luas ini, untuk mengembangkan

bermacam-macam kecakapan yang ia miliki yang tidak

dapat ia kembangkan ketika tidak tersedianya prasarana

yang tepat.

Hubungan orang tuanya hidup dalam status sosial ekonomi

serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan

fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidup yang

memadai. Orang tua dapat mencurahkan perhatian yang

lebih mendalam pada pendidikan anak-anaknya apabila ia

tidak dibebani dengan masalah-masalah kebutuhan primer

kehidupan manusia.

Faktor sosial ekonomi bukan merupakan faktor mutlak

dalam perkembangan sosial karena hal ini juga bergantung

pada sikap orang tua, dan bagaimana corak interaksi

didalam keluarganya. Walaupun status sosial ekonomi

orang tua memuaskan, jika orang tua tidak memperhatikan

pendidikan anak-anaknya maka akan mempengaruhi

perkembangan sosial anak tersebut.
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Hasil penelitian oleh seorang ahli Jerman Prestel, oleh

Gerungan (2004), menyatakan bahwa :

Ada pengaruh tertentu yang menguntungkan anak-
anak dengan latar belakang sosial ekonomi yang
rendah, yaitu bahwa anak-anak cenderung cepat
menyesuaikan dirinya dengan sebuah tugas
pekerjaan yang baru daripada anak-anak dari latar
belakang sosial ekonomi yang mencukupi.

Hasil penelitian ini merupakan beberapa hal yang

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari latar

belakang sosial ekonomi yang kurang. Latar belakang sosial

ekonomi yang tinggi dimana anak-anak suda biasa hidup

mewah sekali dan cenderung dimanjakan oleh lingkungan

sosialnya berpengaruh negatif terhadap perkembangan

sosial anak tersebut.

b. keutuhan keluarga

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi perkembangan

sosial anak adala faktor keutuhan keluarga. Keutuhan

keluarga adalah “keutuhan dalam struktur keluarga, yang

terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak”. Jika tidak ada ayah,

atau tidak ada ibu, atau bahkan tidak ada keduanya, maka

struktur keluarga tidak dapat dikatakan utuh lagi.
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Pada saat  orang tua atau salah satu dari keduanya jarang

pulang kerumah dan dalam waktu yang lama meninggalkan

anak-anaknya secara berulang-ulang, maka struktur

keluarga juga bisa dikatakan tidak utuh lagi.

Keutuhan dalam interaksi keluarga yaitu dalam keluarga

berlangsung interaksi sosial yang wajar atau harmonis.

Orang tua yang sering berselisih dan menyatakan sikap

saling bermusuhan disertai dengan tindakan yang agresif,

maka keluarga tersebut tidak dapat dikatakan utuh.

Peranan keutuhan keluarga terhadap perkembangan anak

dapat ditafsirkan dari beberapa hasil penelitian sebagai

berikut :

a). hasil penelitian R. Stury (1938) menyatakan bahwa 63%

dari anak nakal dalam suatu lembaga pendidikan anak-anak

yang menyimpang berasal dari keluarga yang tidak teratur,

tidak utuh, atau mengalami tekanan idup yang terlampau

berat.

b). hasil penelitian Maud A. Merrril (1949) menyatakan

bahwa 50% dari anak yang menyimpang berasal dari

keluarga broken homes. Ketidakutuhan keluarga

berpengaruh negatif terhadap perkembangan sosial anak-

anak.
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Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan

oleh H. Thomae (1957) yang menjelaskan tentang “hasil

penilaian guru-guru terhadap prestasi dan perilaku anak-

anak yang tergolong kedalam dua golongan, yakni yang

berasal dari keluarga utuh dan keluarga tidak utuh”. Setiap

golongan terdiri atas 295 sampai dengan 350 orang murid.

3.3.2 Status Anak

Status anak juga berperan sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi perkembangan sosial dalam keluarganya. Yang

dimaksud dengan status anak dalam hal ini adalah seperti status

anak sebagai anak tunggal, anak sulung, atau anak bungsu

diantara sadara-saudaranya.

Seorang peneliti bernama Cattell (1950) berpendapat bahwa :

Orang-orang yang berkembang sebagai anak tunggal
kerapkali memperlihatkan sifat-sifat infantilisme (kekanak-
kanakan) yang menyatakan dirinya dalam cetusan-cetusan
amarah yang bukan-bukan, tetapi pada pihak lain anak
tunggal lebih mudah mengorientasikan dirinya kepada
orang-orang dewasa dan kepada cita-cita serta sikap
pandangan orang dewasa.

Status anak tunggal dalam keluarga mempunyai pengaruh

tertentu terhadap perkembangan sosialnya. Peranan pada

umumnya bercorak negatif sehingga dapat diambil kesimpulan

bahwa orang tua yang hanya memiliki seorang anak

menghadapi tugas pendidikan.
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Tugas pendidikan yang khas dan yang berbeda dan lebih berat

daripada tugas pendidikan anak-anak bersaudara. Oleh karena

itu, anak tunggal memiliki hambatan-hambatan dalam

perkembangan sosialnya karena ia tidak bisa setiap hari bergaul

dengan anak-anak sebaya dalam interaksi kelompok

kekeluargaan yang sangat ia perlukan.

3.3.3 Peranan Sekolah terhadap Perkembangan

Beberapa penlitian tentang pengaruh sekolah trhadap

perkembangan sosial anak menunjukkan bahwa pada umunya

pendidikan disekolahmeningkatkan taraf intelegensi.

Seorang peneliti bernama Hetzer (1955) menyatakan bahwa :

“Metode guru menjamin kemajuan perkembangan jiwa anak

yakni makin kecil kelasnya, makin maju para siswa yang

diajarinya, disamping itu metode yang mengajak siswa itu

bekerja (metode kerja) merupakan metode yang paling

unggul.”

4. TINJAUAN TENTANG ORANG TUA

4.1 Definisi Orang Tua

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak definisi orang tua adalah :

“ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah

dan/atau ibu angkat, dan wali adalah orang atau badan yang dalam

kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai.”
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4.2 Kewajiban dan Peranan Orang Tua

Kewajiban orang tua diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak.”

Melalui proses pengasuhan yang dijalankan, orang tua berupaya

mencapai harapannya pada anak dengan berbagai cara.

Cara-cara yang digunakan orang tua terkait erat dengan pandangan

ornag tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam

mengasuh anak.

Orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam menjalankan peran

sebagai orang tua. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan

bagi anak dalam mengambil keputusan untuk kehidupannya.

Kesempatan dalam mengambil keputusan sendiri tersebut merupakan

proses pembelajaran yang penting bagi anak kelak agar dapat menjadi

pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri.

Tugas orang tua adalah membantu memberikan tambahan wawasan

bagi anak sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Keinginan orang tua untuk mengarahkan anak yang terlampau besar,

tanpa disadari telah mengambil hak anak untuk belajar mengambil

keputusan bagi kehidupannya.
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Anak kurang memiliki kesempatan untuk memutuskan bagi dirinya

sendiri, padahal ia sendirilah yang akan menjalani kehidupannya kelak.

Anak diharapkan untuk patuh terhadap orang tua termasuk patuh

terhadap pilihan-pilihan ayah dan ibunya yang dipandang baik bagi

anak. Cara seperti ini dapat menimbulkan konflik antara orang tua dan

anak apabila anak tidak dapat menerima keputusan orang tua tersebut.

Orang tua memang memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan

perannya sebagai orang tua yang tercermin dalam arapan-harapannya

terhadap anak, dan melalui praktik pengasuhannya orang tua ingin

mewujudkan keinginannya tersebut. Harapan orang tua yang

berorientasi pada kebutuhan anak akan lebih optimal pencapaiannya

dibandingkan dengan harapan orang tua yang berorientasi pada

kebutuhan pribadi orang tua. Untuk itu, orang tua perlu menanamkan

nilai-nilai yang diprioritaskan untuk disosialisasikan pada anak-

anaknya, antara lain rajin beribadah, bersikap jujur, bersikap hormat,

rukun dengan saudara dan masyarakat, berprestasi di sekolah, dan lain-

lain.

Metode sosialisasi yang digunakan oleh orang tua berpengaruh trhadap

keberhasilan yang dicapai dalam sosialisasi nilai. Metode dialog dan

peneladanan oleh orang tua menunjukkan dampak positif pada anak

dibandingkan dengan metode pemberian instruksi. Metode pemberian

hukuman digunakan orang tua ketika anak masih kecil, dan mulai

ditinggalkan setelah anak remaja.
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Relasi yang terjalin antara orang tua dan anak juga mempengaruhi

penerimaan anak terhadap nilai yang disosialisasikan.

Anak yang memandang orang tuanya sebagai figur yang kredibel dan

memiliki relasi yang hangat dengan orang tua lebih bersdia menerima

nilai yang disosialisasikan orang tua daripada anak yang memandang

orang tuanya kurang kredibel dan relasinya kurang hangat.

4.2.1 Sikap dan Kebiasaan Orang Tua

Cara-cara dan sikap-sikap orang tua dalam perkembangan

seorang anak  memegang peranan yang cukup penting. Hal ini

mudah diterima karena keluarga merupakan sebuah kelompok

sosial dengan tujuan, struktur, norma, dinamika kelompok,

termasuk cara-cara kepemimpinannya yang sangat

mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota

kelompok tersebut.

Perbandingan antara keluarga yang interaksinya bercorak

demokratis dengan keluarga dimana terdapat pengawasan

orang tua yang keras terhadap anak-anak, didapat hasil bahwa

makin otoriter orang tua, makin berkurang ketidaktaatan, tetapi

makin banyak timbul ciri-ciri pasivitas, kurangnya inisiatif,

tidak dapat merencanakan sesuatu, daya tahan berkurang, dan

ciri-ciri penakut.
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Sikap-sikap demokratis dari orang tua menimbulkan ciri-ciri

berinisiatif, tidak penakut, lebih giat, dan lebih bertujuan, tetapi

juga memberikan kemungkinan berkembangnya sifat-sifat

tidak taat dan tidak mau menyesuaikan diri.

Symonds, dalam Gerungan (2004)  menyatakan bahwa :

Sikap penolakan orang tua terhadap anak-anaknya yaitu
sikap menyesal dan tidak setuju karena beberapa sebab
dengan anaknya mudah mengembangkan ciri-ciri
agresivitas dan tingkah laku bermusuhan dengan anak-anak
tersebut dan juga gejala-gejala menyimpang seperti
berbohong dan mencuri dapat berkembang karena sikap
penolakan dari orang tuanya.

Sikap pendidikan yang otoriter, sikap overprotection dan sikap

penolakan orang tua terhadap anak-anaknya dapat menjadi

suatu kendala bagi perkembangan sosial anak-anak.

4.2.2 Hubungan Anak, Orang Tua, dan Delinkuen

Keluarga menjadi kelompok sosial utama tempat anak belajar

menjadi manusia sosial. Rumah tangga menjadi tempat pertama

dalam perkembangan segi sosialnya dan dalam interaksi sosial

dengan orang tuanya yang wajar, ia pun memperoleh bekal

yang memungkinkannya untuk menjadi anggota masyarakat

yang berguna kelak. Jika hubungan dengan orang tua kurang

baik, maka besar kemungkinan bhawa interaksi sosial pada

umumnya berlangsng kurang baik. Salah satu tanda bahwa

hubungan baik antara anak dengan orang tua adalah ketika anak
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tidak segan-segan untuk menceritakan isi hatinya atau sekedar

menceritakan cita-citanya pada orang tua.

Upaya mencegah delinkuensi pertama-tama menjadi tanggung

jawab orang tua anak-anak tersebut. Dalam hal ini, perhatian

khusus dicurahkan pada pokok-pokok seperti pendidikan akan

norma dan disiplin pada anak, bimbingan dalam cara-cara

hiburan di rumah dan dalam batas kemampuan keluarga,

dengan cara demokratis. Selain itu, upaya mencegah

berkembangnya tingkah laku delinkuen juga menjadi tanggung

jawab guru di sekolah dan tanggung jawab masyarakat pada

umumnya.

Delinkuensi sudah nyata pada anak-anak, maka tanggung

jawab untuk menguranginya sudah terltak pada instansi-intansi

tertentu. Tindakan koreksi terhadap delinkuensi pada anak

bersifat rehabilitasi dan bukan bersifat menghukum. Artinya,

anak diberi kesempatan dan dirangsang untuk memperbaiki diri

daripada diasingkan dan diperlakukan sebagai seorang penjahat

yang harus menjalani hukuman.

4.3 Pola Asuh

4.3.1 Kesadaran Pengasuhan

Pengasuhan merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga

sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang tua

yang menjalani peran sebagai orang tua



43

Menjadi orang tua dijalani secara ilmiah, sebagai konsekuensi

dari menikah dan kelahiran anak.

Kelahiran anak juga memunculkan rasa tanggung jawab. Rasa

tanggung jawab ini muncul karena adanya tuntutan sosial

tentang kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik

maupun emosi anak. harapan dan tanggung jawab tersebut akan

mempengaruhi bagaimana orang tua menciptakan atmosfer

dalam mengasuh dan membesarkan anak.

Dalam pemenuhan harapan dan tanggung jawab tersebut,

umumnya nilai yang menonjol adalah kepatuhan anak dan

anggapan orang tua lebih tahu yang terbaik bagi anak.

manakala orang tua merasa memiliki potensi yang besar untuk

mewujudkan arapan dan tanggung jawab tersebut, maka ia akan

cenderung otoriter. Apabila orang tua merasa tidak berada

untuk mewujudkan harapan dan tanggung jawab tersebut maka

ia akan cenderung melakukan pembebasan atau pembiaran

anak.

Keterpakuan pada harapan dan/ atau tanggung jawab semata

dapat mengakibatkan pengasuhan anak menjadi sumber stres

bagi kehidupan berkeluarga. Akibatnya orang tua kurang

optimal dalam melaksanakan pengasuhan dan anakpun dapat

terkena imbasnya, yakni kurang berkembang potensi yang

dimilikinya.
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Berbeda halnya jika tugas dan peran orang tua dijalankan

berdasarkan kesadaran pengasuhan anak, yaitu suatu kesadaran

bahwa pengasuhan anak merupakan sarana untuk

mengoptimalkan potensi anak, mengarahkan anak pada

pencapaian kesejahteraan, dan membantu anak dalam

menyelsaikan tugas-tugas perkembangannya dalam setiap tahap

kehidupannya dengan baik. Dengan memiliki kesadaran

pegasuhan maka orang tua menyadari dirinya merupakan agen

yang pertama dan utama dalam membantu mengembangkan

kemampuan anak bersosialisasi. Orang tua melatih anak agar

mampu menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan.

4.3.2 Perspktif Ekologis Pengasuhan

Dalam perspektif ekologis, Bronfrenbrenner (2000)

menyatakan bahwa :

Pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari sitem-sistem
yang melingkupinya, yakni macrosystem, mesosystem,
microsystem, dan chronosystem. Macrosystem yang berupa
politik, budaa, ekonomi, dan nilai-nilai sosial memiliki
kontribusi terhdap proses sosialisasi dan perkembangan
anak.

Pengasuhan anak yang diterapkan seseorang tidak dapat

dilepaskan dari bagaimana harapan masyarakat terhadap peran

yang mesti dijalankan oleh seorang anak dimasa dewasanya

kelak. Kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya ketika

dewasa kelak akan mendapatkan kemuliaan, penghargaan dari

masyarakat, status sosial ekonomi yang terpandang.
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Harapan tersebut dapat berasal dari pandangan ideologi

setempat dan akan mempengaruhi bagaimana orang tua

mendampingi anaknya untuk mewujudkannya.

4.3.3 Stres Pengasuhan (Parenting Stress)

Stres pengasuhan adalah serangkaian proses yang membawa

pada kondisi psikologis yang tidak disukai dan reaksi

psikologis yang muncul dalam upaya beradaptasi dengan

tuntutan peran sebagai orang tua. Karasteristik orang tua

tertentu dapat memicu stres pengasuhan, misalnya muda

mengalami simtom deprsei, kelekatan terhadap anak, kekakuan

dalam menjalankan peran orang tua, merasa tidak kompeten,

terisolasi sosial, hubungan dengan perasaan yang kurang

harmonis dan kesehatan yang buruk.

Karasteristik anak juga dapat memicu stres pengasuhan,

misalnya kemampuan beradaptasi anak yang rendah, kurang

penerimaan terhadap orang tua, suka menuntut, suasana hati

yang buruk, mengalami kekacauan fikiran, dan kurang

memiliki kemampuan untuk memperkuat orang tua.

Ranah stres pengasuhan tersebut pada akhirnya akan

menyebabkan kemerosotan kualitas dan efektivitas perilaku

pengasuhan. Gejala-gejala yang muncul misalnya menurunnya

ekspresi kehangatan, meningkatnya metode pendisiplinan yang

keras, kurang konsistennya perilaku pengasuhan.
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Penurunan kualitas pengasuhan ini pada gilirannya akan

meningkatkan problem emosi dan perilaku anak misalnya

perilaku agresi, pembangkangan, kecemasan, dan kesedihan

yang kronis.

Faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya stres

pengasuhan dapat dibedakan menjadi tiga tngkatan, yaitu

individu, keluarga, dan lingkungan. pada tingkatan individu,

faktor ini dapat bersumber dari pribadi orang tua dan

berlangsung dalam jangka waktu panjang. Selain kesehatan

fisik, kesehatan mental dan emosi orang tua yang kurang baik

juga dapat mendorong timbulnya stres.

Masalah keuangan dan struktur keluarga merupakan faktor-

faktor yang mendorong timbulnya stres pengasuhan pada

tingkatan keluarga. Aspek keuangan dapat berupa tingkat

penghasilan keluarga yang rendah dan dihadapkan pada

tuntutan kebutuhan yang tinggi atau kualitas tempat tinggal

yang buruk. Dari segi struktur keluarga, faktor tersebut dapat

brupa jumlah anggota keluarga yang banyak.

Stres pengasuhan juga dirasakan oleh anak. kondisi stres ini

berlangsung dalam jangka panjang selama berlangsungnya

proses pengasuhan. Hal ini dapat terjadi bila sumber stres

pengasuhan lebih dominan pada karasteristik orang tua yang

merujuk pada gaya pengasuhannya.
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Dalam situasi ini, stres pengasuhan lebih dirasakan oleh anak

dan dampaknya juga dapat bersifat jangka panjang bagi anak.

Ketidakmampuan untuk mengelola stres pengasuhan dapat

menyebabkan mudah melakukan tindak kekerasan pada anak,

yang akhirnya berdampak buruk bag pembentukan kepribadian

anak. Selain itu juga dapat menyebabkan munculnya perasaan

gagal dan ketidakpuasan dalam menjalankan tugas sebagai

orang tua.

4.3.4 Gaya Pengasuhan dan Interaksi Orang Tua-Anak

Gaya pengasuhan merupakan serangkaian sikap yang

ditunjukkan oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan

iklim emosi yang melingkupi interaksi orang tua dan anak.

Gaya pengasuhan yang permisif biasanya dilakukan oleh orang

tua yang terlalu baik, cenderung memberi banyak kebebasan

pada anak-anak dengan menerima dan memaklumi segala

perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut

sikap tanggung jawab dan keberaturan perilaku anak. Orang tua

yang demikian akan menyediakan dirinya sebagai sumber daya

bagi pemenuhan segala kebutuhan anak, membiarkan anak

untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak terlalu mndorongnya

untuk mematuhi standar eksternal.
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Bila pembebasan terhadap anak sudah berlebihan, dan sama

sekali tanpa ketanggapan dari orang tua menandakan bahwa

orang tua tidak peduli (rejecting-neglecting) terhadap anak.

Gaya pengasuhan otoriter dilakukan oleh orang tua yang selalu

berusaha membentuk, mengontrol, mengevaluasi perilaku, dan

tindakan anak agar sesuai dengan aturan standar. Aturan

tersebut biasanya bersifat mutlak yang dimotivasi oleh

semangat teologis dan diberlakukan dengan otoritas yang

tinggi. Kepatuhan anak merupakan nilai yang diutamakan,

dengan memberlakukan hukuman manakala terjadi

pelanggaran.

Pendekatan tipologi menganggap bahwa gaya pengasuhan anak

yang paling baik adalah yang bersifat otoritatif. Orang tua

mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan

memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan

yang diberlakukan. Orang tua mendorong anak untuk

mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain, orang

tua bersifat tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak.

orang tua menghargai kedrian anak dan kualitas kepribadian

yang dimilikinya sebagai keunian pribadi.
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4.3.5 Kontrol dan Pemantauan

Secara spesifik, Barber (1996) membedakan antara kontrol

psikologis dan kontrol perilaku. “Kontrol psikologis adalah

upaya-upaya pengendalian yang bersifat memaksa terhadap

perkembangan psikologis dan emosi anak, misalnya proses

berfikir, pengungkapan diri, ekspresi emosi, dan kelekatan pada

orang tua.”

Kontrol perilaku adalah upaya orang tua untuk mengatur dan

mengelola perilaku anak. dengan demikian, bila kontrol

dimaknai sebagai mengendalikan anak dengan cara menekan,

memaksa, menakut-nakuti, dengan mengabaikan dukungan

terhadap inisiatif anak, menghargai sudut pandang anak, dan

memberi anak penjelasan-penjelasan, yang demikian itu akan

memiliki konsekuensi negatif.

Pemantauan merupakan salah satu cara orang tua untuk

mengembangkan kontrol pada anak. Montemayor (2001)

mendefinisikan pemantauan sebagai “aktivitas yang

memungkinkan orang tua mengetahui keberadaan remaja,

aktivitas yang dilakukan, dan teman-temannya.” Dengan

melakukan pemantauan, orang tua  memiliki pengetahuan

tentang aktivitas yang dilakukan oleh anak. Dukungan orang

tua yang menceriminkan ketanggapan orang tua atas kebutuhan

anak merupakan hal yang sangat penting bagi anak.
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4.3.6 Konflik Orang Tua-Anak

Secara naluriah orang tua akan menganggap anaknya sebagai

bagian penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orang

tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan

anak. Dengan perspektif demikian seharusnya konflik orang tua

dan anak seharusnya tidak akan terjadi, karena orang tua akan

senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun dalam hubungan

orang tua dan anak sering juga mengandung perspektif

kekuasaan dan kewenangan.

Terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua

terhadap sikap dan perilaku anak. akhirnya hubungan orang tua

dan anakpun biasanya diwarnai dengan  berbagai perbedaan

dan konflik. Sumber utama konflik umumnya adalah adanya

ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua.

5. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Definisi Pemerintahan Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa

“pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki

hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya.”
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Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam,

dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan

ini menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susun

pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah

dan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengaskan

bahwa “pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-

Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.” Dalam rangka

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi

urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

yustisi, moneter dan fiskal naisonal, dan agama.

5.1 Asas-Asas Pemerintah Daerah

5.1.1 Asas Desentralisasi

Menurut Joeniarto, dalam Huda (2012) desentralisasi adalah

“memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada

pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu

sebagai urusan rumah tangganya sendiri.”
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Amrah Muslimin (1986) juga mengartikan desentralisasi sebagai

“pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan

dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah

tangganya sendiri.”

Berdasarkan pelaksanaan fungsi pemerintahan desentralisasi atau

otonomi menunjukkan bahwa satuan-satuan desentralisasi lebih

fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan

cepat, lebih dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien,

lebih inovatif, dan lebih mendorong tumbuhnya sikap moral yang

lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan lebih produktif.

Menurut Huda (2012), desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil

positif, diantaranya :

a. akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang

sebelumnya terbagikan, kedalam sumber-sumber pemerintahan

pusat telah meningkat.

b. desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah

bidang, yakni memberikan tekanan pada lembaga-lembaga

pemerintah pusat. Dengan begitu, berbagai sumber nasional

tersedia untuk pembangunan daerah.

c. di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas

administrasi dan teknik pemerintah atau organisasi daerah

meskipun peningkatan berjalan lambat.



53

d. organisasi-organisasi baru telah dibentuk, ditingkatkan regional

dan lokal, untuk merencanakan dan melaksanakan

pembangunan.

e. perencanaan ditingkat regional dan lokal semakin ditekankan

sebagai satu unsur penting dari strategi pembangunan nasional

dengan memasukkan perspektif dan kepentingan baru kedalam

proses pembuata keputusan.

5.1.2 Asas Dekonsentrasi

Amrah Muslimin dalam Huda (2012) mengartikan

dekonsentrasi sebagai “pelimpahan sebagian dari kewenangan

pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di

daerah.”

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

a. segi wewenang

Asas ini memberikan wewenang kepada pemerintah pusat

kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan

tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk

juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada

bawahannya.

b. segi pembentuk pemerintah

Membentuk pemerintah lokal administrasi di pemerintahan

pusat yang ada di daerah.
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c. segi pembagian wilayah

Membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah

pemerintah lokal administratif.

5.1.3 asas tugas pembantuan

Tugas Pembantuan adalah “tugas ikut melaksanakan urusan-

urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak

mengatur dan mengurus ruma tangga tingkat atasannya.”

(Huda, 2012)

Didalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004, tugas pembantuan adalah “penugasan dari pemerintah

kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tugas

tertentu.

5.2 Pemerintah Desa

Definisi Desa Menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
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Penyelenggaraan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa merupakan

unsur staf yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban yang terdiri dari sekertaris dan perangkat desa lainnya.

5.3 Aparatur Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa

memiliki fungsi sebagai berikut :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

b. mengajukan rancangan peraturan desa

c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan

bersama BPD

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang

APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

e. membina kehidupan masyarakat desa

f. membina perekonomian desa

g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan.

2
2. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun adalah sebagai berikut :

a. membantu melaksanakan tugas kepala desa dalam wilayah

kerjanya.

b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya

dan gotong royong masyarakat

c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah

kepada masyarakat

d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Fungsi kepala dusun adalah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa,

melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat di

wilayah dusun

2. melakukan tugas dbidang pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

3. melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan

swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan

perekonomian.

4. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan pemeliharaan

ketentraman dan keterlibatan masyarakat
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5. melakukan fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa

3. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga merupakan lembaga yang dibentuk melalui

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

Tugas RT adalah sebagai berikut :

a. membantu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat

yang menjadi tanggung jawab pemerintah

b. memelihara kerukunan hidup warga

c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan

mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

Fungsi RT adalah sebagai berikut :

a. pengkoordinasian antarwarga

b. pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara angota

masyarakat dengan pemerintah

c. penanganan-penanganan masalah kemasyarakatan yang

dihadapi warga.

Kewajiban RT adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

b. melaksanakan keputusan musyawarah warga

c. membina kerukunan hidup warga



58

d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling

sedikit 6 bulan sekali kepada musyawarah warga

e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang

dianggap perlu kepada kelurahan.

B. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan latar belakang penelitian bahwas terdapat beberapa indikasi

kekerasan pada anak baik fisik atau verbal di lingkungan penelitian,  yaitu

di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hal

ini terjadi diduga karena dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor

pemahaman orang tua dan Aparatur Pemerintah Desa termasuk orang

dewasa disekelilingnya. Mengingat masalah ini penting menyangkut

perkembangan anak, maka perlu dicarikan solusi agar masalah tersebut

dapat diselesaikan. Salah satunya adalah mengetahui bagaimana masalah

yang terjadi menyangkut kekerasan pada anak di lingkungan penelitian.

Oleh karena itu fokus pada penelitian ini adalah mengetahui persepsi

Aparatur Pemerintah Desa tentang kekerasan yang dilakukan orang tua

terhadap anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan tahun 2014. Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bentuk

bagan sebagai berikut :

Gambar  Bagan 1 Kerangka Pikir

Persepsi Aparat Pemerintah Desa
tentang Kekerasan yang Dilakukan
Orang Tua Terhadap Anak :

a. Pemahaman
b. Tanggapan
c. Harapan

Kekerasan  terhadap Anak :

a. Kekerasan Fisik
b. Kekerasan Verbal


